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Abstract

In the history of bilateral relations of Indonesia and People’s Republic of China, the fate
of Chinese ethnicity in Indonesia (Tionghoa) has always been a major aspect. The rlations
between the two countries were good in the Old Order but worsened in the New Order.
Hubungan bilateral kedua negara sempat baik di masa Orde Lama dan memburuk di Era Orde
Baru. After the monetary crisis and the May 1988 phenomena, Indonesia under Abdurrahman
Wahid created policy regarding Tionghoa people. Not long after, the relations between
Indonesia and China expanded massively in many sectors. This research’s purpose is to find
whethere there had been a relation between Indonesia’s policy toward Tionghoa to the bilateral
relations between Indonesia and China. Using the Image Theory, it is found that the change of
image of Indonesia affected the policy made by China, and the fact that China viewed Tionghoa
as their diaspora helped China to response reciprocally to Indonesia’ treatment to Tionghoa.

Kata Kunci: Kebijakan Indonesia era Abdurrahman Wahid, Etnisitas dan diskriminasi,
Respon resiprokal, Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok

Hubungan bilateral antara Indonesia
dengan Tiongkok mengalami pasang
surut. Periode awal hubungan bilateral
antara Indonesia dan Tiongkok tercatat
sudah terjalin pada rentang waktu tahun
1950-1960. Pada masa Orde Lama,
hubungan kedua negara sempat
bersitegang pada tahun 1954 waktu
terjadinya permasalahan diantara kedua
negara karena pemerintah Tiongkok
menganggap pemerintah  Indonesia
bertindak diskriminatif terhadap etnis
Tionghoa. Begitu pula sebaliknya,
Soekarno menuding pemerintah
Tiongkok menggunakan etnis Tionghoa
agar dapat memasuki dan
mempengaruhi politik domestik
Indonesia. Sikap saling mencurigai di
antara kedua negara muncul kembali
pada tahun 1965 setelah terjadinya
peristiwva G30S/PKI. Pada tanggal 23
Oktober 1965, terjadi pemutusan
hubungan diplomatik antar kedua
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negara setelah Mayor Jenderal Soeharto
yang diangkat menjadi Ketua Presidium
Indonesia menuding adanya campur
tangan Tiongkok dalam peristiwa
pemberontakan tersebut. Secara resmi,
Tiongkok juga mengikuti langkah
Indonesia dengan memutuskan
hubungan diplomatiknya pada tanggal
28 Oktober 1965.

Sekitar tahun 1988, Indonesia dan
Tiongkok membuka kembali hubungan
antar kedua negara. Hal tersebut terjadi
setelah mencairnya hubungan kedua
negara pada tahun 1985 melalui

penandatanganan memorandum
kesepahaman untuk memulihkan
hubungan  perdagangan.  Meskipun

demikian, di antara kedua negara masih
terdapat stigma negatif satu sama lain
setelah terjadinya sebuah insiden pada
bulan April 1994 di Sumatera Utara.
Insiden tersebut adalah adanya demo
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para buruh yang berujung pada
tindakan kekerasan dan demo anti-
Tionghoa yang mengakibatkan
terbakarnya puluhan pabrik milik etnis
Tionghoa serta terjadi kekerasan fisik.
Hal tersebut membuat pemerintah
Tiongkok bereaksi keras serta meminta
pemerintah Indonesia untuk segera
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Respon pemerintah Indonesia adalah
menolak permintaan tersebut karena
menganggap permasalahan itu
merupakan  permasalahan internal
Indonesia dan meminta pemerintah
Tiongkok lebih memikirkan keadaan
domestik  Tiongkok sendiri  yang
berujung pada memanasnya tensi
hubungan di kedua negara.

Hingga akhirnya terjadilah peristiwa
Mei 1998, peristiwa ini bermula dari
krisis finansial Asia 1997 kemudian
merambat ke dalam domestik Indonesia.
Momentum  tersebut  dimanfaatkan
untuk menggulingkan rezim
pemerintahan Orde Baru pimpinan
Soeharto. Dalam peristiwa itu, sebanyak
1.800 orang tewas dan banyak di
antaranya berasal dari etnis Tionghoa.
Respon dari pemerintah Tiongkok
menegaskan bahwa permasalahan etnis
Tionghoa di Indonesia merupakan
konflik internal yang terdapat di
Indonesia dan Tiongkok tidak akan
mengintervensi. Terpilihnya
Abdurrahman Wahid sebagai Presiden
Indonesia pada tahun 1999 membawa
perubahan dalam hubungan antar kedua
negara. Indonesia di era Abdurrahman
Wahid mengeluarkan berbagai
kebijakan terkait etnis Tionghoa. Dalam
domestik Indonesia sendiri dikeluarkan
Keputusan Presiden no: 6/2000 tentang
pencabutan terhadap Instruksi Presiden
no:14/1967 yang berisi pelarangan
tentang agama, kepercayaan dan adat
istiadat Tionghoa.

Perubahan dalam politik domestik
Indonesia era Abdurrahman wahid
mengenai etnis Tionghoa berpengaruh
terhadap hubungan Indonesia dan
Tiongkok. Pada akhir tahun 1999, kedua
negara mencapai konsensus mengenai
membangun dan  mengembangkan

hubungan kerjasama  berdasarkan
stabilitas jangka panjang, saling percaya
dan bertetangga yang baik. Masih di
tahun 1999, kedua negara membentuk
sebuah komite bersama  untuk
kerjasama ilmiah dan teknologi. Pada
bulan Mei 2000, Menteri Luar Negeri
Tiongkok Tang Jiaxuan mengadakan
kunjungan ke Indonesia dan bersama
Menteri Luar Negeri Indonesia Alwi
Shihab menandatangani pernyataan
bersama mengenai arah pembangunan
hubungan bilateral di masa depan dan
sebuah nota kesepahaman tentang
menempatkan sebuah komite bersama
mengenai hubungan kerjasama bilateral
(Agreement on Implementation of
Examination Chinese in Indonesia).
Pada September 2000, Tiongkok
menyetujui Indonesia menjadi tujuan
wisata bagi warganya dengan
melaksanakan Cultural Cooperation
Agreement. Indonesia dan Tiongkok
juga mengeluarkan komunike bersama
tentang penguatan kerjasama ekonomi.
Pada tahun 2000, ekspor ke Tiongkok
dan impor dari Tiongkok mencapai
tingkat tertinggi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Dari latar
belakang di atas dapat dilihat bahwa
setelah  dikeluarkannya  kebijakan-
kebijakan  yang dilakukan oleh
Abdurrahman Wabhid, terjadi
peningkatan intensitas hubungan
bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Etnis Tionghoa dalam Hubungan
Bilateral Indonesia-Tiongkok

Di bawah kepemimpinan Presiden
Abdurrahman Wahid, Indonesia dan
Tiongkok mengalami perubahan dalam
hubungan bilateral kedua negara.
Setelah 32 tahun etnis Tionghoa di
Indonesia mengalami diskriminasi pada
era Orde Baru, hal tersebut berubah
ketika Abdurrahman Wahid menjadi
Presiden. Pada era pemerintahannya,
terjadi beberapa perubahan kebijakan
domestik Indonesia terhadap etnis
Tionghoa. Adanya krisis moneter dan
peristiwa Mei 1998 membuat Indonesia
menjadi sorotan dunia internasional.
Hal tersebut mengakibatkan
perekonomian domestik jatuh dan
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meningkatkan inflasi secara drastis
hingga 54,54%. Angka inflasi yang tinggi
menyebabkan menurunnya daya beli
masyarakat. Akibatnya, muncul aksi
kekerasan dan penjarahan yang dikenal
sebagai peristiva Mei 1998. Dalam
peristiwa tersebut menurut Kontras,
terdapat 1190 jiwa tewas dan 91 luka-
luka, lalu juga terjadi
kekerasan seksual dan
banyak diantara
korbannnya berasal
dari etnis Tionghoa.

Peristiwa Mei 1998
inilah yang
memunculkan
pandangan negatif
terhadap Indonesia
karena dianggap lalai
melindungi warga
negaranya. Adanya
pandangan negatif dari
dunia internasional
akan menyulitkan
Indonesia dalam
memperbaiki situasi dan kondisi dalam
negeri. Sesuai dengan pidato
kepresidenan tanggal 7 Agustus 2000
dimana Abdurrahman Wahid
mengatakan:

“...Upaya pemulihan ekonomi
nasional terus kita lakukan dengan
mengundang masuknya investasi
dari luar negeri ke Indonesia. Tetapi
ini hanya dapat dicapai kalau kita
sukses memperbaiki citra Indonesia,
sehingga kepercayaan internasional
terhadap Indonesia pulih kembali...”

Karenanya, Indonesia pada era
kepemimpinan Abdurrahman Wahid
mengupayakan agar citra negatif ini
diubah menjadi citra yang positif. Image
disebut oleh De Vicente dengan istilah
state branding yang dapat dibagi
menjadi dua, yakni citra ke dalam
disebut sebagai country identity, dan
citra ke luar sebagai country image.
Country image merupakan citra suatu
negara yang tercipta dari luar negara
tersebut—baik oleh warga negara
maupun pemerintahan negara lain—
yang bisa berupa kepercayaan, kesan
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Dengan teori image dan
identitas etnis,
Abdurrahman Wahid yang
pro-aktif menyelesaikan
diskriminasi yang terjadi
terhadap keturunan
Tionghoa di Indonesia
membuat Tiongkok, yang
memiliki etnis yang sama,
mau melakukan hubungan
yang lebih intens dengan
Indonesia.
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positif dan negatif mengenai negara
tersebut. Kesan positif bisa berupa kesan
bahwa negara tersebut aman, kondisi
politiknya stabil, negaranya indah dan
memiliki masyarakat yang ramah. Kesan
negatif bisa berupa kesan bahwa suatu
negara tidak aman karena adanya
teroris, bencana alam, konflik etnis, dan
sebagainya.

Teori image yang
dikeluarkan oleh Richard
Hermann mengungkapkan
bahwa orang atau pembuat
kebijakan dalam suatu
negara tidak memberikan
respon berdasarkan fakta
obyektif dari situasi yang
ada, melainkan didasarkan
pada image yang dimiliki
mengenai situasi tersebut.
Jadi image dalam hal ini
merupakan unsur yang
subyektif dalam proses
pembuatan keputusan.
Pembuatan kebijakan yang
berkaitan dengan etnis Tionghoa di
Indonesia merupakan usaha untuk
membuat citra Indonesia yang lebih baik
dalam pandangan Tiongkok.
Pemerintahan  Abdurrahman Wahid
mengeluarkan  beberapa  kebijakan
dalam menanggapi kebijakan-kebijakan
yang telah dilakukan sebelumnya oleh
Orde Baru. Upaya penghapusan
diskriminasi terhadap etnis Tionghoa
diharapkan mampu mengembalikan
citra positif terhadap Indonesia yang
sempat dianggap sebagai pelanggar
HAM.

Konsep nasionalisme dan Tionghoa
perantauan baru muncul pada akhir
abad ke-19. Dinamika antara
nasionalisme dan kosmopolitanisme
dari diaspora tersebut telah
menghasilkan suatu identitas tersendiri.
Identitas etnis menciptakan rasa
kesetiaan, minat dan bahkan ketakutan
akan bahaya kepunahan. Oleh karena itu
jika ikatan etnis mampu menentukan
preferensi para pembuat kebijakan,
maka hal tersebut akan mendorong
pilihan-pilihan tertentu yang akan
menjadi kebijakan negara. Pengerahan
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etnis yang sama, menurut Fearon lebih
berhasil karena akar biologis yang sama
serta sejarah dan kultur akan membawa
dampak psikologis bagi etnis yang sama.
Pandangan bahwa identitas etnis
didasarkan pada afinitas budaya yang
sama lebih diterima secara luas karena
memiliki kualitas emosional dan non-
rasional yang kuat. Dalam penelitian ini,
ikatan etnis digunakan dalam melihat
Indonesia era kepemimpinan
Abdurrahman Wahid yang bersikap pro-
aktif menyelesaikan diskriminasi yang
terjadi terhadap keturunan Tionghoa di
wilayah Indonesia agar Tiongkok, yang
memiliki etnis yang sama, mau
melakukan hubungan yang lebih intens
dengan Indonesia.

Kebijakan Domestik Indonesia
Terhadap Keturunan Tionghoa

Adapun beberapa kebijakan yang
dikeluarkan, yaitu: 1) Instruksi
Presidium Kabinet No. 49/U/IN/8/1967
tentang Pendayagunaan Media Massa
Tionghoa; 2) Keputusan Menteri
Perdagangan dan  Koperasi  No.
286/Kp/XI11/78 tentang larangan
mengimpor, memperdagangkan, dan
mengedarkan segala jenis barang
cetakan dalam huruf atau aksara
Mandarin; 3) Instruksi Presidium
Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang
kebijaksanaan  pokok  penyelesaian
masalah  Tionghoa. Di dalamnya
meliputi pandangan pemerintah
terhadap warga negara asing yang dalam
hal ini diidentikkan hanya untuk warga
negara keturunan Tionghoa saja.
Instruksi ini juga menyatakan bahwa
anak-anak etnis Tionghoa diharuskan
untuk masuk di sekolah negeri harus
sebanyak 40% dan dalam setiap kelas,
jumlah murid WNI harus lebih banyak
dibandingkan anak-anak etnis
Tionghoa; 4) Instruksi Menteri Dalam
Negeri No. 455.2-360/1988 tentang
penataan kelenteng-kelenteng di
Indonesia. Dalam instruksi ini terdapat
poin menimbang “... segala tata budaya
(Tionghoa) yang tidak sesuai dengan
kepribadian Indonesia harus
dihindarkan.” Instruksi ini jelas
dimaksudkan sebagai penolakan

terhadap eksistensi dari kebudayaan
Tionghoa yang ada di Indonesia; 5)
Peraturan Menteri kehakiman No.
JB.3/4/12, tertanggal 14 Maret 1978
yang berisi Peraturan Menteri beserta
peraturan pelaksanaannya
menunjukkan bahwa syarat
permohonan SBKRI (Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia)
hanya berlaku bagi warganegara
Indonesia keturunan Tionghoa; 6) Surat
Edaran Presidium Kabinet Rl No. SE-
06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan
pokok WNI terutama untuk mencegah
terjadinya kehidupan eksklusif rasial.
Semua kebijakan tersebut menghambat
dan/atau menghentikan kebudayaan
Tionghoa untuk dapat dilaksanakan di
Indonesia.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman
Wahid juga muncul kebijakan-kebijakan
yang bersinggungan langsung terhadap
kebudayaan etnis Tionghoa. Keputusan
Presiden Nomor 6 Tahun 2000
tertanggal 17 Januari membawa
perubahan besar terhadap keadaan
domestik  Indonesia  karena jika
pemerintahan  sebelumnya  represif
terhadap etnis Tionghoa, maka dengan
adanya Keputusan Presiden tersebut,
aturan yang bersifat diskriminatif
dicabut. Keputusan tersebut dikeluarkan
oleh  Abdurrahman Wahid untuk
mencabut Instruksi Presiden no. 14
Tahun 1967 vyang Dberisi tentang
pelarangan terhadap segala hal yang
berhubungan dengan adat dan istiadat
etnis Tionghoa. Penghapusan Instruksi
Presiden no: 14/1967 tersebut
menjadikan etnis Tionghoa
diperbolehkan menggunakan identitas
budayanya di Indonesia. Dengan
demikian kegiatan keagamaan,
kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa
dapat dilaksanakan tanpa memerlukan
izin khusus  sebagaimana  yang
berlangsung pada era pemerintahan
sebelumnya. Keputusan Presiden
N0.6/2000 tersebut juga memberikan
akses bagi etnis Tionghoa di bidang
keagamaan, pengenalan bahasa
Mandarin di beberapa media bahkan di
institusi pendidikan, serta beberapa
kebijakan affirmative action.
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Affirmative action adalah tindakan
khusus pemerintah yang dibenarkan
dengan tujuan menjamin dan
melindungi kelompok suku bangsa dan
perorangan yang terlanggar hak
asasinya.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun
2000 kemudian ditindak lanjuti oleh
Menteri-Menteri kabinet dengan
mengeluarkan serta menerapkan
berbagai kebijakan terkait kebebasan
melaksanakan kegiatan keagamaan bagi
etnis Tionghoa yang memeluk Konghucu
dan kebijakan terkait pengakuan
Konghucu sebagai agama resmi di

Indonesia. Menteri Agama  era
Abdurrahman Wahid, M. Tolchah
Hasan, mengeluarkan Keputusan

Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2001
tentang penetapan hari Imlek sebagai
hari libur nasional fakultatif. Kemudian
Soerjadi Soedirdja sebagai Menteri
Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan
Menteri Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  dengan nomor  surat
477/805/Sj.tertanggal 31 Maret Tahun
2000 yang mencabut Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri no. 477/74054
Tanggal 18 November 1978 perihal
petunjuk pengisian kolom agama.
Beberapa kebijakan tersebut berimbas
pada beberapa bidang seperti
penggunaan SBKRI  (Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia)
bagi keturunan Tionghoa. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Indonesia
berusaha mengakomodasi etnis
Tionghoa. Kebebasan politik yang
didapat oleh warga Indonesia keturunan
Tonghoa akhirnya membuat Indonesia
kaya dengan nuansa budaya dan

mempererat hubungan dengan
Tiongkok.
Selain dari kebijakan-kebijakan

tersebut, mulai muncul pula keturunan
Tionghoa yang menduduki  kursi
pemerintahan. Presiden Abdurrahman
Wahid mengangkat Kwik Kian Gie
sebagai Menteri Koordinator bidang
Perekonomian. Kemudian dengan
semakin terbukanya perpolitikan di
Indonesia, representasi etnis Tionghoa
di DPR mulai bermunculan diwakili oleh
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Ir. Tjiandra Wijaya Wong, Alvin Lie Ling
Piao, Ir. Enggartiasto Lukita dan L.T.
Susanto. Di MPR diwakili oleh Hartati
Murdaya (Chow Lie Ing) dan Daniel
Budi Setiawan. Munculnya keturunan
Tionghoa yang berkiprah di bidang
politik menunjukkan bahwa
diskriminasi yang dulunya dilakukan
oleh Orde Baru tidak menjadi halangan
lagi dengan adanya pemerintahan baru
yang bersikap lebih demokratis terhadap
etnis Tionghoa.

Hubungan Indonesia dan
Tiongkok pada Era Pemerintahan
Abdurrahman Wahid

Robert Keohane berpendapat bahwa
“reciprocal is the exchanges of roughly
equivalent values in which the actions
of each party are contingent on the
prior actions of the others”. Sesuai
dengan hal tersebut, dapat dikatakan
bahwa aksi balasan yang diambil oleh
suatu pihak bergantung dari bagaimana
pihak lain beraksi terlebih dahulu. Jika
pihak A berbuat baik terhadap pihak B,
maka pihak B akan berusaha membalas
perbuatan baik tersebut yang
menjadikan kebaikan akan dibalas
dengan kebaikan dan begitu juga
sebaliknya. Dalam teori resiprokal
ditawarkan sebuah cara bagaimana
menghindari peningkatan permasalahan
dan menurunkan tensi ketegangan antar
kedua pihak atau lebih karena dapat
membuat pihak lain masuk dalam tahap
kooperasi. Masalah bisa saja muncul
karena aktor dapat merespon dengan
kooperasi atau konfrontasi. Di sinilah
dibutuhkan kerjasama pihak lain dalam
melakukan aksi balasan, apakah aksi
yang diambil akan meningkatkan
ataukah justru meredam konflik yang
terjadi. Untuk meningkatkan
kemungkinan terjadinya kerjasama,
aktor biasanya menawarkan hal positif
dan mengadopsi perilaku-perilaku yang
secara norma benar bagi pihak lain agar
dapat menstimulasi lebih bagi pihak lain
untuk melakukan kerjasama.

Kebijakan Abdurrahman Wahid dapat
dikatakan sebagai stimulus yang
mengakibatkan Tiongkok mau untuk
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melakukan kerjasama yang lebih intens
dengan Indonesia sebagai bentuk respon
resiprokal terhadap kebijakan Indonesia
terhadap etnis Tionghoa. Adanya segala
kebijakan pemerintahan Abdurrahman
Wahid yang dilakukan di dalam maupun
luar negeri berpengaruh terhadap
hubungan bilateral antara Indonesia dan
Tiongkok. Dalam pembicaraan antara
Presiden RI, Abdurrahman Wahid
dengan Presiden RRT, Jiang Zemin,
pada bulan Desember 1999 misalnya,
telah disepakati mengenai perlunya
peningkatan  pertukaran  kunjungan
antar pejabat tinggi pemerintah, anggota
Parlemen, masyarakat bisnis, partai
politik dan tokoh masyarakat. Tujuan
kunjungan ini dalam upaya
meningkatkan people-to-people contact.
Kunjungan Presiden Wahid tersebut
menghasilkan  Komunike  Bersama
Indonesia — Tiongkok. Kemudian dalam
rangka memperingati hubungan RI-RRT
ke 50, Menlu RI, Dr. Alwi Shihab
melakukan kunjungan ke Tiongkok pada
tanggal 7 hingga 11 Mei 2000. Dalam
kunjungan tersebut ditandatangani dua
dokumen penting yakni MOU tentang
pembentukan Komisi Bersama untuk
Kerjasama Bilateral dan Dokumen
kerangka Kerjasama Bilateral yang
berorientasi ke Abad 21 (Joint
Statement on the Future Directions of
Bilateral Cooperation).

Pada tanggal 20 Juli 2000, telah
ditandatangani Memorandum of
Understanding antara Kementerian
Negara Pariwisata dan Kesenian
Republik Indonesia dan Administrasi
Pariwisata Nasional Republik Rakyat
Tiongkok tentang kerjasama pariwisata.
Di dalam memorandum tersebut telah
disetujui bahwa: 1) kedua pihak akan
mengembangkan kerjasama secara aktif
di bidang pariwisata antara kedua
negara berdasarkan pada persamaan
kedudukan dan keuntungan bersama; 2)
kedua pihak akan mendorong
pertukaran dan hubungan bisnis antara
departemen pemerintah yang
berhubungan dengan pariwisata
termasuk para pengusaha dari kedua
negara; 3) kedua pihak akan mendorong
kunjungan para warga negara dan

penduduk dari masing-masing negara ke
kedua negara; 4) kedua pihak akan
mengadakan kerjasama guna menarik
wisatawan dari negara ketiga ke salah
satu dari kedua pihak; 5) kedua pihak,
sesuai dengan hukum dan peraturan
yang berlaku di masing-masing negara,
memberikan kemudahan untuk
melakukan kegiatan promosi yang akan
dilakukan oleh organisasi pariwisata
pemerintah dan pengusaha pariwisata
kedua negara; 6) kedua pihak wajib
mengadakan  pertukaran informasi
pariwisata dan statistik sesuai
kebutuhan dan; 7) kedua pihak, perlu
mengadakan  pertemuan  pariwisata
untuk membicarakan masalah yang
berhubungan dengan kerjasama
pariwisata antara kedua negara dan juga
menggunakan tata cara, rencana dan
program kerjasama yang
direkomendasikan  untuk  mencapai
tujuan yang telah disepakati
sebelumnya.

Pada tanggal 24 Juli 2000, telah
ditandatangani sebuah perjanjian
mengenai bantuan hukum timbal balik
dalam masalah pidana. Indonesia dan
Tiongkok bersepakat untuk saling
memberikan bantuan dalam penyidikan
atau proses acara yang menyangkut
masalah pidana. Adapun bantuan yang
diberikan terdiri atas: 1) pengambilan
alat/barang bukti dan untuk
mendapatkan  pernyataan-pernyataan
dari orang; 2) pemberian dokumen-
dokumen resmi dan catatan hukum yang
berkaitan; 3) lokasi dan identifikasi dari
orang-orang; 4) pelaksanaan
permintaan untuk penyelidikan dan
penyitaan, dan pemindahan bukti-bukti
berupa dokumen-dokumen dan barang-
barang; 5) upaya-upaya untuk
memindahkan hasil kejahatan; 6)
mengusahakan persetujuan dari orang-
orang Yyang bersedia memberikan
kesaksian atau membantu penyidikan
oleh pihak peminta, dan jika orang itu
berada dalam tahanan mengatur
pemindahan sementara ke pihak
peminta; 7) penyampaian dokumen-
dokumen; dan 8) melakukan penilaian
ahli, dan pemberitahuan hasil-hasil dari
proses acara pidana.
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Pada tanggal 5 Juni 2001, telah
ditandatangani MoU mengenai kerja
sama di bidang transportasi. Kerjasama
dan kolaborasi ini meliputi beberapa
hal, seperti: 1) transportasi darat dan
administrasi; 2) Transportasi angkutan
sungai, danau dan penyeberangan; 3)
transportasi taut, termasuk keselamatan
pelayaran; 4) pengembangan sumber
daya manusia, termasuk pendidikan dan
latihan pelaut; 5) pencarian dan
pertolongan, termasuk tukar menukar
informasi untuk menemukan kapal dan
pelaut yang hilang; dan 6) bidang-
bidang lain yang disetujui bersama.

Hubungan Dbilateral Indonesia dan
Tiongkok dalam bidang ekonomi,
perdagangan dan kerjasama teknik
selama  periode 1999 hingga 2000
secara umum semakin meningkat.
Dalam rangka Kerjasama Teknik antar-
negara Berkembang selama periode
tahun 1999/2000, Indonesia telah
menawarkan kepada Tiongkok sebanyak
8 bidang garapan, yang meliputi bidang
telekomunikasi, peran media dan
televisi, perumahan, dan irigasi yang
ditindak lanjuti Tiongkok dengan
mengirim 8 orang peserta. Sebaliknya
Tiongkok juga menawarkan program
pelatihan  teknologi kepada pihak
Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia
dan Tiongkok pada tahun 2000
mengalami pertumbuhan yang pesat,
yaitu naik sebesar 33,1% dibandingkan
dengan nilai perdagangan di tahun
sebelumnya.

Investasi  Tiongkok di  Indonesia
mengalami  peningkatan dari yang
sebelumnya senilai US$ 153.9 juta
dengan 43 proyek pada tahun 2000
mengalami peningkatan secara drastis
pada tahun 2001 dengan nilai US$
6,054 milyar dengan jumlah proyek
sebanyak 34 buah. Sedangkan investasi
Indonesia di Tiongkok pada tahun 2000
sebesar US$ 146,94 juta dengan 60
proyek, yang meningkat di tahun 2001
menjadi US$ 159,64 juta dengan 82
proyek.Peningkatan juga terjadi dalam
volume perdagangan antara Indonesia
dan Tiongkok dan telah meningkat
dengan cepat sejak kedua negara
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kembali membuka hubungan
diplomatik. Volume perdagangan
meningkat dari 1,48 milyar US$ pada
tahun 1990 menjadi 3,75 milyar US$
pada tahun 1997, sebuah peningkatan
yang bernilai dua kali lipat. Volume
perdagangan Indonesia dan Tiongkok
mencapai 4,79 miliar pada tahun 2000.
Pada tahun 2001, nilai perdagangan
Indonesia-Tiongkok mencapai 4,04
milyar US $ terdiri dari 1,84 milyar US $
impor dan 2,20 miliar US $ dari ekspor.

Kesimpulan

Hubungan Indonesia dan Tiongkok
dapat dikatakan mengalami pasang
surut, hal tersebut terlihat dari baiknya
hubungan kedua negara di era Indonesia
yang dipimpin oleh Soekarno hingga
sempat muncul poros Jakarta-Peking
lalu menurun di era pimpinan Soeharto
ditandai dengan pemutusan hubungan
diplomatik kedua negara. Hubungan
kedua negara kemudian meningkat
ketika Indonesia dibawah kendali
Abdurrahman Wahid. Penulis dapat
menarik kesimpulan bahwa kebijakan
Indonesia pada era Abdurrahman
Wahid yang bersifat domestik mampu
berpengaruh terhadap hubungan
bilateral Indonesia dan Tiongkok
dikarenakan kebijakan-kebijakan
domestik Indonesia mulai
menghilangkan diskriminasi terhadap
keturunan Tionghoa. Hal ini kemudian
mengakibatkan Tiongkok—yang peduli
mengenai etnis Tionghoa di luar
daratan—merespon balik secara
resiprokal dalam mengupayakan
kerjasama yang lebih intens.

Adanya kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh suatu negara baik
dalam lingkup domestik maupun
internasional akan berpengaruh
terhadap pandangan ke negara tersebut.
Kebijakan yang dikeluarkan suatu
negara akan menjadi citra tersendiri
bagi pihak lain. Citra suatu negara
dipandang oleh pihak lain bisa berupa
kepercayaan, kesan positif dan kesan
negatif mengenai negara tersebut.
Mengutip dari James D. Fearon bahwa
ikatan etnis dapat menjadi sesuatu yang
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potensial bagi aktor-aktor dalam sebuah
konflik untuk memengaruhi aktor lain
karena dapat mendorong pilihan-pilihan
tertentu yang akan menjadi kebijakan
negara. Hal tersebut dapat terjadi
karena akar biologis yang sama serta
sejarah dan kultur akan membawa
dampak psikologis bagi etnis yang sama.
Identitas etnis menciptakan rasa
kesetiaan, minat, dan bahkan ketakutan
akan bahaya  kepunahan. Teori
resiprokal yang dicetuskan
oleh  Keohane adalah
tindakan  suatu  pihak
bergantung bagaimana
pihak  lain  bertindak
terlebih dahulu. Perjanjian
bilateral yang merupakan
bentuk kerjasama di dunia
Internasional dapat
dikatakan merupakan
interaksi  timbal  balik
(resiprokal).

Dalam penelitian ini kita melihat bahwa
Tiongkok memandang etnis Tionghoa
yang ada di seluruh dunia masih
menjadi bagian dari Tiongkok daratan.
Satu dari sekian tujuan Tiongkok yakni
ingin mendapatkan kekuatan, kekayaan
dan status untuk mempertahankan diri
dari perubahan yang terjadi dalam
lingkup global atau yang disebut sebagai
pembentukan The Greater China. Untuk
memastikan tujuan tersebut tercapai,
Tiongkok menggunakan seluruh sumber
daya yang ada. Etnis Tionghoa yang
menyebar di seluruh dunia pun
dianggap sebagai alat yang mampu
menopang dan membantu berdirinya
The Greater China karena selain sumber
investasi dan SDM yang signifikan, etnis
Tionghoa di luar Tiongkok daratan
dijadikan sebagai pintu masuk ke
negara-negara yang mereka tempati.
Untuk semakin merekatkan hubungan
dengan Tionghoa perantauan, Tiongkok
juga mendirikan beberapa lembaga yang
bertugas mengawasi dan melindungi
Tionghoa diluar Tiongkok seperti
Overseas Chinese Affairs Office dan All-
China's Federation of Returned Overseas
Chinese/ACFROC. Adanya lembaga
tersebut mengindikasikan bahwa urusan
Tionghoa perantauan telah dianggap

Tiongkok memandang
etnis Tionghoa yang
ada di seluruh dunia

masih menjadi bagian

dari Tiongkok daratan
untuk membentuk The
Greater China.

sebagai masalah kepentingan nasional
Tiongkok, yang berarti pemerintah
Tiongkok berusaha membangun
hubungan dengan Tionghoa perantauan.
Tidak heran jika ada di suatu negara
terdapat permasalahan yang
menyangkut etnis Tionghoa, maka
pemerintah Tiongkok akan berusaha
mencampuri dan mengintervensi agar

permasalahan tersebut segera
diselesaikan.
Kebijakan domestik

Indonesia era Abdurrahman
Wahid terhadap etnis
Tionghoa secara langsung
maupun tidak akan
mengubah pandangan
masyarakat dunia bahwa
terdapat usaha perbaikan
atas diskriminasi yang telah
ada sejak era Orde Baru.
Keputusan Presiden Nomor
6 Tahun 2000 tertanggal 17 Januari
berisi pencabutan Instruksi Presiden
Nomor 14 Tahun 1967 vyang berisi
tentang pelarangan terhadap segala hal
yang berhubungan dengan adat dan
istiadat etnis Tionghoa. Penghapusan
Instruksi Presiden no: 14/1967 tersebut
menjadikan etnis Tionghoa
diperbolehkan menggunakan identitas
budayanya di Indonesia. Dengan ini,
penyelenggaraan kegiatan keagamaan,
kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa
dapat dilaksanakan. Keputusan tersebut
juga memberikan akses bagi etnis
Tionghoa di bidang keagamaan,
pengenalan bahasa Mandarin  di
beberapa media bahkan di institusi
pendidikan

Keputusan itu kemudian ditindak lanjuti
dengan Keputusan Menteri Agama
Nomor 13 Tahun 2001 tentang
penetapan hari Imlek sebagai hari libur
nasional fakultatif, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan nomor surat 477/805/Sj.
tertanggal 31 Maret Tahun 2000 tentang
petunjuk pengisian kolom agama.
Beberapa kebijakan tersebut berimbas
pada penggunaan SBKRI (Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia)
bagi keturunan Tionghoa. Hal tersebut
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menunjukkan bahwa Indonesia
berusaha mengakomodasi etnis
Tionghoa. Selain dari  kebijakan-

kebijakan tersebut, mulai muncul pula
keturunan Tionghoa yang menduduki
kursi pemerintahan. Presiden
Abdurrahman Wahid mengangkat Kwik
Kian Gie sebagai Menteri Koordinator
bidang Perekonomian. Kemudian ada
juga representasi etnis Tionghoa di DPR
seperti Ir. Tjiandra Wijaya Wong, Alvin
Lie Ling Piao, Ir. Enggartiasto Lukita
dan L.T. Susanto. Di MPR diwakili oleh
Hartati Murdaya (Chow Lie Ing) dan
Daniel Budi Setiawan.

Pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2000
ditandatangani dua dokumen penting
yakni MOU tentang pembentukan
Komisi Bersama untuk Kerjasama
Bilateral (Establishment of the Joint
Commission for Bilateral Cooperation)
dan Dokumen kerangka Kerjasama
Bilateral yang berorientasi ke Abad 21
(Joint Statement on the Future
Directions of Bilateral Cooperation).
Pada tanggal 20 Juli 2000, telah
ditandatangani Memorandum of
Understanding antara Kementerian
Negara Pariwisata dan Kesenian
Republik Indonesia dan Administrasi
Pariwisata Nasional Republik Rakyat
Tiongkok tentang kerjasama pariwisata.
Pada tanggal 24 Juli 2000 telah
ditandatangani sebuah perjanjian
mengenai bantuan hukum timbal balik
dalam masalah pidana. Indonesia dan
Tiongkok bersepakat untuk saling
memberikan bantuan dalam penyidikan
atau proses acara yang menyangkut
masalah pidana. Tanggal 5 Juni 2001
juga telah ditandatangani persetujuan
mengenai beberapa hal dalam pelayaran
niaga.

Dalam rangka Kerjasama Teknik antar-
Negara Berkembang (KTNB) selama
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